
BUPATI CIREB0N
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : TOO/Kep. 2 47usp/2024
LAMPIRAN   :  1 (satu| berhas

TENTAIG

PENETAPAN TIM KOORDINASI DAN FASIL]TASI REHCAHA AKSI PENCEGAIIAN
KORUpSI MELAI+ur MONITORING CENTER F`OR pREVENTloN (MCp| KOMISI

PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAII KABUPATEN CIREBON TAIIUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang        :   a. bahwa pencegahan  korupsi  perlu  dilakukan  secara  lebih
optimal   sehingga   dibutuhkan   upaya   bersama       dan
bersinergi   dengan   kementerian,    lembaga,    pemerintah
daerah,    peman8lm   kepentingan   lainnya   dan   Komisi
Pemberantasan    Korupsi    dalam    rangka    mewujudkan
masyarakat yang adil, malrmur dan sejahtera;

b. bahwa   dalam   rangha   mewujudkan   upaya   pencegahan
korupsi  diperlukan  strategi  daerah  yang  lebih  terfokus,
terukur dan berorientasi pada hasil dan dampak;

c.  bahwa    dalam    rangka    sinergitas    kelembagaan    antar
organisasi perangkat daerah dipandang perlu membentuk
Tim  Koordinasi  dan  F`asilitasi  Rencana  Aksi  Pencegahari
Korupsi melalui A4:ortfroririg Center/or PreLierLfron (MCP) KPK
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hunrf a,  humf b,  dan humf c,  perlu menetapkan
Keputusan  Bupati  tentang  Pembentukan  Tim  Koordinasi
dan  Fasilitasi  Rencana Aksi  Pencegahan  Korupsi  Melalui
Monitoring     Center     For     Prevention      (MCP)      Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Men8in8at :    1.Undang-Undang     Nomor     28     Tahun      1999     tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi    dan    Nepotisme    (I.€mbaran    Negara    Republik
Indonesia  Tahun  1999  Nomor  75,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



2.Undang-Undang     Nomor     31     Tahun      1999     tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  78,  Tambahan
Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    4301)
sebagaimana    telah    diubah    dengan    Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001  tentang Perubahan atas  Undang-
Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan
Tindak    Pidana    Korupsi    (I+embaran    Negara    Republik
Indonesia Tahun  2001  Nomor  134,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150) ;

3.Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Tahun   2014   Nomor   5587),
sebagaimana  telah  beberapakali  diubah,  terakhir  dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan     Daerah     (I+embaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  I.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan    Daerah    Nomor    12    Tahun    2016    tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Cirebon   sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor  1  Tahun 2021  tentang
Perubahan   atas   Peraturan  Daerah   Kabupaten   Cirebon
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

5. Peraturan  Bupati  Cirebon  Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Kedudukan,  Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata  Kelja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Cirebon  (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 130 Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan F\mgsi Serta
Tata Kelja Inspektorat  (Berita Daerah  Kabupaten  Cirebon
Nomor 1 Tahun 2023).

mERIUTusEEN :

Menetapkan
EHrsATu

REDUA

Membentuk  Tim   Koordinasi  dan   Fasilitasi   Rencana  Aksi
Pencegahan Korupsi melalui Monitoring Center for Prevention
(MCP)  Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di
Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  Tahun  2023,
dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran   yang   merupakan   bagian   tidak   terpisah   dari
Keputusan Bupati ini.

:   Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, sebagai berikut :

1.  Penanggungjawab :
Bertanggung jawab secara penuh mengambil 1angkah-
langkah   strategis   dalam   percepatan   rencana   aksi



pencegahan  korupsi dan  pencapaian target nilai MCP
KPK.

2.  Ketua, mempunyai tugas dan tanggung).awab:
a.  Menyusun  rencana  kelja  Tim  Koordinasi  dan

Fasilitasi Aksi Pencegahan Korupsi melalui MCP
KPK    di    Lingkungan    Pemerintah    Kabupaten
Cirebon;

b.  Memberikan    arahan    dan    petunjuk    kepada
Sekretaris    dan    anggota   Tim   dalam    rangka
pelaksanaan  rencana  aksi  pencegahan  korupsi
serta strategi pencapaian target nilai MCP KPK;

c.  Mengkoordinasikan  terselenggaranya percepatan
pelaksanaan   aksi   pencegahan   korupsi   pada
8  (delapan)  area  intervensi/titik  rawan  korupsi
MCP KPK;

d.  Melakukan    pemantauan,     pengendalian    dan
evaluasi    kegiatan    aksi    pencegahan    korupsi
melalui MCP RTK;

e.  Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
aksi   pencegahan   korupsi   MCP   KPK   beserta
hambatan/kendala     yang     dihadapi     kepada
penanggung  jawab  pada  alchir  masa  penilaian
Mop     KPK     dan/atau     sewaktu-waktu     I-ika
diperlukan.

3.  Sekretaris, mempunyai tugas dan tanggungjawab:
a.  Mengawal    pelaksanaan    rencana    kelja    Tim

Koordinasi untulc memastikan realisasi kegiatan
aksi  pencegahan  korupsi  dan  nilal  Mop  KPK
sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

b.  Melakukan  sosialisasi  rencana  aksi  pencegahan
korupsi  MCP  KPK  kepada  organisasi  perangkat
daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area
intervensi/ titik rawan korupsi;

c.  Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan aksi
pencegahan      korupsi      beserta     kelengkapan
dokumen    pendukungnya    kepada    Perangkat
Daerah penanggung jawab pada 8 (delapan) area
intervensi/ titik rawan korupsi;

d.  Melakukan    pemantauan    dan    evaluasi    serta
kendala  yang  ditemukan  dalam  kegiatan  aksi
pencegahan korupsi MCP KPK secara berkala dari
melaporkan hasilnya paling sedikit setiap 3 (tiga)
bulan kepada Ketua.

4.  Anggota, mempunyal tugas dan tanggungjawab:
a.  Menyusun  rencana  kelja  sesuai  dengan  area

intervensi/titik   rawan   korupsi   yang   menjadi
tanggungjawabnya;



b.  Melakukan koordinasi kegiatan aksi pencegahan
korupsi    MCP    KPK    kepada    Sekretaris    Tim
Koordinasi dan/ atau Admin Mop KPK Pemda;

c.  Melaksanakan kegiatan aksi pencegahan korupsi
yang menjadi tanggung jawabnya yang dibulstikan
dengan dokumen pendukung yang sesuai dalam
rangka mencapai target nilai Mop KPK yang telah
ditetapkan;

d.  Menyampaikan   dokumen   pendukung   kegiatan
aksi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan
kepada  admin   Pemda  melalui   Sekretaris  Tim
Koordinasi;

e.  Melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  internal
beserta    kendala   yang    dihadapi    pada    area
intervensi/titik   rawan   korupsi   yang   menjadi
tanggung  jawabnya   dan   melaporkan   hasilnya
secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan
sekali kepada Sekretaris Tim Koordinasi.

5.  Admin   MCP   KPK   Pemda,   mempunyai   tugas   dan
tanggungjawab:

a.  Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi
terhadap  Perangkat  Daerah  penanggung jawab
terkalt     dengan     kesesuaian     kegiatan     aksi
pencegahan         korup si         dan         dokumen
pendrLkunglrya;

b.  Melakukan   verifikasi   atas   kesesuaian   data/
dokumen  pendukung kegiatan aksi  pencegahan
korupsi MOP KPK;

c.  Melakuhan    input   data/dokumen    pendukung
kegiatan  aksi pencegahan korupsi  Mop KPK ke
dalam sistem;

d.  Melaporkan      perkembangan      kegiatan      aksi
pencegahan  korupsi  MCP  KPK  secara  berkala
kepada  Sekretaris  Tim  Koordinasi  setiap  bulan
sekali dan/ atau sewaktu-waktu j ika diperlukan.

6.  Admin  Pajak Pemda,  mempunyai tugas dan tanggung
jawab:

a.  Mela]oukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi
terhadap  Perangkat  Daerah  penanggung jawab
terkait     dengan     kesesuaian     kegiatan     aksi
pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya
sektor Pajak Daerah;

b.  Melakukan   verifikasi   atas   kesesuaian   data/
dokumen  pendukung  kegiatan  aksi  pencegahan
korupsi sektor Pajak Daerah;

c.  Melahaikan    input    data/dokumen    pendukung
kegiatan aksi pencegahan  korupsi  MCP KPK  ke
dalam sistem;



KFTIGA

REEMPAT

d.  Melaporkan      perkembangan      kegiatan      aksi
pencegahan   korupsi   MCP   KPK   sektor   Pajak
Daerah  secara  berkala  kepada  Sekretaris  Tim
Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-
waktu jika diperlukan.

7.  Admin  Aset  Pemda,  mempunyal  tugas  dan  tanggung
jawab:

a.  Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi
terhadap  Perangkat  Daerah  penanggung  jawab
terkait     dengan     kesesuaian     kegiatan     aksi
pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya
Sektor Aset Pemda;

b.  Melakukan   verifikasi   atas   kesesuaian   data/
dokumen  pendukung  kegiatan  aksi  pencegahan
korupsi Sektor Aset Pemda;

c.  Melakukan    input    data/dokumen    pendukung
kegiatan  aksi  pencegahan  korupsi  Sektor  Aset
Pemda ke dalam sistem;

d.  Melaporkan      perkembangan      kegiatan      aksi
pencegahan  korupsi  Sektor  Aset  Pemda  secara
berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap
bulan    sekali    dan/atau    sewaktu-waktu   jika
diperlukan.

:   Segala   biaya  yang   timbul   sebagai   akibat   ditetapkannya
Keputusan  Bupati  ini  dibebankan  pada  APBD  Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2024.

:   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan  ketentuan  akan  dilakulran  perbaikan  sebagainana
mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di     Sumber
padaTanggal   14  Mei 2024

BUPATI CIREBON,-
IMRON



RTIGA

REEMPAT

d.  Melaporkan      perkembangan      kegiatan      aksi
pencegahan   korupsi   MCP   KPK   sektor   Pajak
Daerah  secara  berkala  kepada  Sekretaris  Tim
Koordinasi setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-
waktu jika diperlukan.

7.  Admin  Aset  Pemda,  mempunyai  tugas  dan  tanggung
jawab:

a.  Melakukan koordinasi dengan KPK dan fasilitasi
terhadap  Perangkat  Daerah  penanggung  jawab
terkait     dengan     kesesuaian     kegiatan     aksi
pencegahan korupsi dan dokumen pendukungnya
Sektor Aset Pemda;

b.  Melakukan   verifikasi   atas   kesesuaian   data/
dokumen  pendukung  kegiatan  aksi  pencegahan
korupsi Sektor Aset Pemda;

c.  Melakukan    input    data/dokumen    pendukung
kegiatan  aksi  pencegahan  korupsi  Sektor  Aset
Pemda ke dalam sistem;

d.  Melaporkan      perkembangan      kegiatan      aksi
pencegahan  korupsi  Sektor  Aset  Pemda  secara
berkala kepada Sekretaris Tim Koordinasi setiap
bulan    sekali    dan/atau    sewaktu-waktu   jika
diperlukan.

:   Segala   biaya   yang   timbul   sebagai   akibat   ditetapkannya
Keputusan  Bupati  ini  dibebankan  pada  APBD  Kabupaten
Cirebon Tahun Anggaran 2024.

:   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan  ketentuan  akan  dilakukan  perbaikan  sebagaimana
mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di     Sumber
padaTanggal   14  Mei 2024

BUPATI CIREBON,

a     IM RON



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR              :     700/Kep.247-Insp/2024
TANGGAL          :     14   Mei   2024
TENTANG         :  PERUBAIIAN SUSUNAN TIM K00RDINASI DAN FASILITASI

RENCANA AKSI PENCEGAIIAN KORUPSI MELALUI
MONITORING CENTER F`OR PREVENTION (MCP) KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAII KABUPATEN CIREBON TAHUN
2024.

susuNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDrmsl DAN FAslLITAsl RENCANA
AKSI PENCEGAIIAN KORIJPSI HELALUI MONITOREG CENTER FOR
PREVENTION (MOP) KOMISI PEHBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAII IIABUPATEN CIREBON

TA- 2024

I.       PE NAN G GUNGJAWAB
11.      RETUA

Ill.    SEKRETARIS I

IV.    SEKRETARIS II

SEKRETARIS Ill

SEKRETARIS IV

V.      ANGGOTA

Drs. H. IMRON, M.Ag.
Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.
NIP.196801111990031002
Drs. rYAN EDrYAI`IA, M.M., M.Si., CGCAE., CGRE.
NIP.196612091993121002
HADI SURYANINGRAT, S.Sos.
NIP.197307011999011001
Drs. H. MOCIIAMAD SYAFRUDIN
NIP.196705171988031012
Drs. HAFIDZ ISWAIIYUDI, M.Si.
NIP.197110171991011003

Drs. DEDEN EPI SAEPINA, M.Si.
NIP.  19680325  199303  1 006

2.     EUIS SITI SONDARI, S.Sos
NIP.19690206198903 2 004

3.     Dra. Hj. ENI SENIWATI, M.Si.
NIP.19680729199303 2 004

4.     RABUL SETIAWAN, SH., M.Si
NIP.196702211994031004

5.     Ir. DJULKIFLI, ST, M.Si.
NIP.19670112 2006041005

6.     INAPURMINI, S.P, M.Si.
NIP.19710425199803 2 003

7.     DEDE SUDIONO, ST, M.Si.
NIP.197004212003121004

8.     SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.
NIP.19740530199803 2 005

9.     Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si.
NIP.196410141985031004

10.  DANGI, S.Si., M.Sc., MT.
NIP.197311011998031 006

11.  H. HENDRA NIRMAIA, S.Sos., M.Si.
NIP.196810221988031001

12.  Ir. IWAN RIZRI
NIP.196602231993031004



VI.    ADMINMCP

VII.   ADMIN PAJAK

VIII. ADMIN ASET

13.  ADIL PRAYITNO, MT
NIP.196603301994031002

14.  UUS SUDRAJAT, ST., MT.
NIP.19770112 2006041010

SOKO GURUNING GEMI, ST., MT.
NIP.19820128 2006041009
LILI MURTIASIH, S. IP
NIP.19800523 2007012 007
YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M.
NIP.19830109 2010011010

BUPATI CIREBON,



VI.    ADMINMCP

VII.   ADMIN PAJAK

VIII. ADMIN ASET

13.  ADIL PRAYITNO, MT
NIP.196603301994031002

14.  UUS SUDRAJAT, ST., MT.
NIP.19770112 2006041010

SOKO GURUNING GEMI, ST., MT.
NIP.19820128 2006041009
LILI MURTIASIH, S. IP
NIP.19800523 2007012 007
YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P., M.M.
NIP.19830109 2010011010

BUPATI CIREBON,



PEMERINTAHKABUPATENCIREBON

I N S P E KTO RAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp. / Fax ( 0231  ) 321643

Website : inspektorat.cirebonkab.go.id email : inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

Kepeda
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Tembusan
Tanggal
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Sz/¢'
Lampiran
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NOTA  DINAS

Y th. Bupati Cirebon
lnspektur Daerah Kabupaten Cirebon
Y th. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
13 Met 2024
700.1/ 1244/ Sekret

Penting.
1 Dokumen.
Drift Kaputusan Buped tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Fastlitasi Rencana
Aksi Pencegaham Korapsi melahi Mohitoring Center for Prevendon (MCP) Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Lingkungan Pem erintahan Kabupaten
Cirebon Tal"n 2024 .

Disanpatkan dengan hormat, bahwa dalan rangka menindaklanjuti Surat dart

Komisi        Pemberantasan        Ko"psi        Republik        Indonesia       Nomor        ..

B.1210/KSP.00/70/73/03/2024  hal  Area,  Indikator,  dan  Sub  Indikator  Koordinasi

Pencegahan Korupsi Daerah Tahan 2024 dan Pedoman Penilatan Monitoring Centre

for  Prevention  (MCP)  Tahun  2024,  dengan ini kant  sampaikan Drift  Keputusan
Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegchan

Korapsi melalui  Mor[itoring Ceriter for  Prevention  (MCP)  Komisi  Pemberantasan

Kormpsi   Republik   Indonesia  di  Lingkungan  Pemerimtchan   Kabupaten   Cirebon

Tahan 2024 untuk ditetapkan mdyadi Keputusan Bupati.

Demikian, alas perhatian B apak diuco[pkan terima kasih.

INSPEKTtJR
KABUPATEN CIREB0N

Drs. IYAN EDIYANA. M.M.. M.Si.. CGCAE.. CGRE.
Pembina Utana Muda

NIP.196612091993121002

Dokum en ihi telah dita[ndatangani secara elektronik yang dilerbitkan oleh Balal Sertif tkasi Elektrovik (BsrE) , B SSN .


